Aplikasi Pasal 56 Ayat (1) Kuhap sebagai Kewajiban Hukum dalam Penyelesaian Perkara Pidana pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Polresta Pontianak) by SURIN, J. M. (Jurnal)
APLIKASI PASAL 56 AYAT (1) KUHAP SEBAGAI KEWAJIBAN HUKUM DALAM 
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN 
(STUDI KASUS DI POLRESTA PONTIANAK) 
 
Oleh: 
 
MUHAMMAD MUSA SURIN 
 
Abstract 
This thesis discusses the application of Article 56 paragraph (1) Criminal Procedure Code as 
a legal obligation in the settlement of criminal cases at the level of investigation at the Police 
Pontianak. In addition, it also has the objective is to reveal and analyze the application of 
Article 56 Paragraph (1) Criminal Procedure Code as a legal obligation in the settlement of 
criminal cases at the level of investigation at the Police Pontianak, the factors that hinder the 
application of Article 56 Paragraph (1) Criminal Procedure Code as a legal obligation in 
settlement of criminal cases at the level of investigation in the United Kingdom Police and 
legal efforts are being made to apply Article 56 Paragraph (1) Criminal Procedure Code as a 
legal obligation in the settlement of criminal cases at the level of investigation at the Police 
Pontianak. 
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Abstrak 
Tesis ini membahas tentang aplikasi Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai kewajiban hukum 
dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan di Polresta Pontianak. Di 
samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis aplikasi 
Pasal 56 Ayat (1) KUHAP sebagai kewajiban hukum dalam penyelesaian perkara pidana 
pada tingkat penyidikan di Polresta Pontianak, faktor-faktor yang menghambat aplikasi Pasal 
56 Ayat (1) KUHAP sebagai kewajiban hukum dalam penyelesaian perkara pidana pada 
tingkat penyidikan di Polresta Pontianak serta upaya hukum yang dilakukan untuk 
mengaplikasikan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP sebagai kewajiban hukum dalam penyelesaian 
perkara pidana pada tingkat penyidikan di Polresta Pontianak. 
Kata Kunci : Aplikasi Pasal 56 Ayat (1) KUHP,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendahuluan 
Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers sebagai suatu Negara 
Hukum (Rechsstaat/The Rule of Law).  Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menegaskan 
bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui 
dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, 
sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (equality 
before the law).
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Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara 
statis. Artinya, jika ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang, maka harus 
diimbangi pula dengan persamaan perlakuan (equal treatment) bagi semua orang. 
Adanya prinsip-prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlakuan yang adil bagi 
seluruh masyarakat, merupakan petunjuk bahwa negara wajib memperhatikan masalah 
bantuan hukum bagi warganya. Penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak serius 
merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berarti bertentangan dengan hak 
konstitusional warga negara. 
Penyelenggaraan bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dengan aturan-aturan hukum 
yang dapat menjamin penegakan hukum. Aturan hukum yang menjamin penyelenggaraan 
bantuan hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah 
mengangkat dan menempatkan tersangka dan terdakwa dalam kedudukan yang sederajat 
sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan kemanusiaan yang utuh. Di samping itu 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 37 
sampai dengan Pasal 39 juga memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang 
tersangkut perkara berhak untuk memperoleh bantuan hukum melalui advokat dan advokat 
wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan. 
Dalam KUHAP tidak ada perbedaan di hadapan hukum, baik tersangka, terdakwa dan 
aparat penegak hukum sama-sama warga negara yang sama kedudukannya dan kewajibannya 
di depan hukum yakni sama-sama mencari kebenaran dan keadilan. Siapapun yang 
melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan. Setiap 
orang wajib dianggap tidak bersalah (praduga tak bersalah) sampai kesalahannya dibuktikan 
dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur di depan umum. Di samping itu, penangkapan 
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atau penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum didasarkan pada bukti permulaan 
yang cukup, tidak semata-mata didasarkan pada keinginan aparat penegak hukum 
Pelaksanaan KUHAP oleh aparat penegak hukum sering kali tidak sesuai dengan 
aturan-aturan yang telah digariskan dalam KUHAP. Untuk mendapatkan keterangan 
tersangka di tingkat penyidikan, mereka ditangkap saja dulu, kemudian pengakuannya 
didapatkan dengan cara intimidasi, kekerasan dan penyiksaan.  
Akibat proses penyelesaian peristiwa pidana yang demikian banyak kasus hukum 
mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum. Tersangka, terutama yang miskin menderita akibat perlakuan tidak adil, disiksa, 
diinterogasi oleh para penegak hukum dan diadili oleh pengadilan yang kejam dan 
merendahkan martabatnya sebagai manusia, mereka ditahan tanpa proses yang adil, bahkan 
penyelesaian kasus yang ditangani tidak kunjung ada kejelasan. Hal demikian menimbulkan 
tingkat kepercayaan masyarakat pada dunia peradilan mengalami kemerosotan, ini tercemin 
dari pola penyelesaian masalah yang dilakukan masyarakat yang cenderung main hakim 
sendiri. Penyelesaian masalah tersebut menjadi pilihan alternatif di tengah ketidakpercayaan 
masyarakat terhadap aparatur peradilan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pandangan bahwa 
proses melalui mekanisme peradilan penuh dengan permainan ketidakadilan serta 
ketidakpastian yang bertameng kepastian hukum sehingga terjadi konflik dalam kehidupan 
masyarakat.  
Pemberian bantuan hukum oleh advokat/penasehat hukum tentunya sangat penting 
dalam melindungi dan membela hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses mulai dari 
penyidikan hingga ke persidangan. Hukum Acara Pidana Indonesia memberikan peluang 
adanya bantuan hukum mulai dari penangkapan atau penahanan tersangka atau terdakwa 
pada semua tingkat pemeriksaan.  
Hal ini diperkuat lagi di dalam Pasal 54 KUHAP yang menyatakan bahwa: 
“…Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan 
bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap 
tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. 
Berdasarkan Pasal 54 KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pasal ini 
menentukan hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum apakah orang itu mampu 
maupun tidak mampu secara ekonomis. Bantuan hukum ini juga diharapkan dapat mencegah 
perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin 
atau yang biasa disebut due process of law atau proses hukum yang adil.
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Mengingat bahwa tidak setiap orang itu mampu secara ekonomi untuk menggunakan 
advokat/penasehat hukum dalam memperoleh bantuan hukum,  maka KUHAP menyatakan 
tentang mereka yang tidak mampu membayar penasehat hukum untuk mendampinginya 
dalam hal mereka melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan ancaman pidana 5 
(lima)  tahun atau lebih. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. 
Dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat ketentuan 
mengenai kewajiban pendampingan penasehat hukum terhadap pelaku tindak pidana diancam 
hukuman diatas lima tahun. Berdasarkan dengan ketentuan tersebut tentunya setiap pelaku 
tindak pidana yang diancam dengan hukuman diatas lima tahun wajib didampingi penasehat 
hukum. Apabila pelaku tindak pidana tersebut tidak mampu membayar penasehat hukum 
tentunya pengadilan berkewajiban untuk menunjuk penasehat hukum guna mendampingi 
pelaku tindak pidana tersebut. 
Meskipun sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia, namun dalam realitanya 
masalah penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP selama ini masih sangatlah riskan dalam 
pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Menurut M. Sofyan Lubis lebih kurang 80% 
perkara yang termasuk kategori yang disyaratkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ternyata 
tersangkanya disidik tanpa didampingi oleh penasehat hukum. Misalnya dalam perkara yang 
ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih ternyata banyak tersangka pada tahap 
penyidikan tanpa didampingi oleh Penasehat  Hukum sebagaimana digariskan dalam Pasal 
115 KUHAP.
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Hal ini juga terjadi terhadap tersangka RAHIMIN, S.ST Alias AMIN Bin ZAINI 
dan JUMIRAN Alias JUM Bin SELAMET dalam kasus penyalahgunaan narkotika, 
IKBAR ANDRI Alias IKBAR Bin MASDIANTO dalam kasus Pencurian dengan 
pemberatan, JAMILAH Binti JABARI dalam kasus perdagangan manusia dan LAILATUS 
SA’ADAH Alias ELA Binti RAMLI dalam kasus penyalahgunaan narkotika di mana 
mereka tidak memperoleh hak bantuan hukum pada tahap penyidikan di Polresta Pontianak. 
 
Permasalahan 
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1. Bagaimana aplikasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP sebagai kewajiban hukum dalam 
penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan di Polresta Pontianak ? 
2. Faktor-faktor apa yang menghambat aplikasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP sebagai 
kewajiban hukum dalam penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan di Polresta 
Pontianak ? 
Pembahasan 
A. Analisis Aplikasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Sebagai Kewajiban Hukum Dalam 
Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat Penyidikan di Polresta Pontianak  
 
Dalam proses penyelesaian perkara pidana, salah satu hak dari tersangka dan 
terdakwa adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum, di samping hak-hak lainnya 
seperti mendapat pemeriksaan, hak untuk diberitahukan kesalahannya, hak untuk segara 
diajukan ke pengadilan, hak untuk mendapatkan putusan hakim yang seadil-adilnya, hak 
untuk mendapat kunjungan keluarga dan lain-lain. 
Sebagai hak konstitusional masalah bantuan hukum, diatur dalam Pasal  28 D, ayat 
(1) UUD 1945, menyebutkan: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum”.  Selanjutnya mengenai masalah bantuan hukum juga diatur dalam berbagai 
peraturan-perundangan lainnya, seperti: 
1. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 
yang menyebutkan: “setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum 
sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap”; 
2. Pasal 37, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang 
menyebutkan: ”setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan 
hukum”. 
3. Pasal 54, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang menyebutkan: 
”guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan 
hukum  dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap 
pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”  
 
 Dalam prakteknya, khususnya dalam perkara pidana, penerapan pemberian 
bantuan hukum sangat sering diabaikan. Tersangka yang perkaranya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP, nyatanya pada tahap penyidikan hingga pemeriksaan 
di persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum, malah ada trend yang sering 
terjadi yaitu kepada tersangka diminta untuk menandatangani surat pernyataan penolakan 
penasihat hukum.  Padahal kata “wajib” dalam Pasal 56 KUHAP sangat jelas dan tegas 
memiliki makna imperatif. 
Pengabaian ini bila dilihat dari aspek sejarah, terutama terhadap ketentuan acara 
pidana yang pernah berlaku, terdapat perbedaan mendasar antara HIR dengan peraturan-
peraturan lain, khususnya dalam hal mengatur hak mendapatkan bantuan hukum. Di 
dalam HIR hak tersebut baru diperoleh seorang tersangka setelah perkaranya sampai ke 
Pengadilan. Sementara dalam proses penyidikan hak tersebut tidak dapat dinikmati oleh 
tersangka. Tidak diaturnya hak mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka dalam 
proses penyidikan itu, dalam praktek sering menimbulkan akses yang tidak baik, seperti 
penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum mengejar pengakuan tersangka. 
Apabila di dalam HIR pengakuan tersangka adalah bukti yang utama, karena diletakkan 
pada urutan pertama dari alat-alat bukti yang lain. Untuk mendapatkan pengakuan 
tersebut, maka penegak hukum akan melakukan tindakan apapun, tanpa takut dikenal 
sanksi karena sistem pemeriksaannya adalah sistem tertutup, di mana tersangka tidak 
didampingi oleh penasehat hukumnya. Sehingga mungkin saja sikap latah dengan sejarah 
masa lalu (hukum kolonial) tersebut masih menghantui para penegak hukum, dan pada 
akhirnya menghambat penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
Pengabaian dan pelanggaran yang sering terjadi dalam praktek, misalnya, pada 
saat tersangka ditangkap dan dinterogasi penyidik jarang sekali memberitahukan 
kepadanya hak untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 114 KUHAP), masih 
menggunakan kekerasan fisik dan psikis dalam meminta  
keterangan kepada tersangka, dan mengabaikan Pasal 56 KUHAP dengan alasan 
jika menggunakan penasihat hukum akan mempersulit jalannya persidangan dan 
hukuman jadi berat, mempersiapkan surat pernyataan penolakan penasihat hukum, serta 
pelanggaran terhadap pemeriksaan terdakwa di dalam persidangan dengan hakim 
tunggal. 
Di sisi lain, seharusnya lembaga pengadilan menentukan peran bagi pengacara 
atau pembela dalam suatu kasus kriminal yang sangat berbeda dengan yang digambarkan 
secara tradisional. Abraham S. Blumberg dalam “Law and the Behavioral Science” 
(1967) menyatakan, bahwa lembaga peradilan memberi peran bagi lembaga bantuan 
hukum atau para pengacara pembela dalam suatu kasus kriminal. Dan para pengacara ini 
diberikan status khusus dan kewajibannya selain sebagai “Agent” yang membantu 
terdakwa menyusun kembali persepsinya sejalan dengan kesalahan.  
Dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka/terdakwa, penasehat 
hukum mempunyai kedudukan yang penting dalam setiap sistem peradilan pidana. 
Penasehat hukum (advokat) harus dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum 
yaitu polisi, jaksa, dan pengadilan dalam mencapai tujuan bersama mereka, yaitu 
mencegah kejahatan, mencegah pengulangan kejahatan dan merehabilitasi pelaku 
kejahatan serta mengembalikan mereka ke masyarakat. Profesi penasehat hukum 
(advokat) sebagai bagian dari bantuan hukum harus dapat menjalankan perannya dalam 
membela orang yang kurang mampu dan tidak memahami hukum sama sekali yang 
biasanya menjadi obyek penyiksaan, perlakuan dan hukuman tidak adil, tidak manusiawi 
dan merendahkan martabat manusia  
Dengan adanya penasehat hukum (advokat) dalam memberikan bantuan hukum 
dalam tahap penyidikan diharapkan proses hukum menjadi adil bagi tersangka  yang 
tergolong orang yang kurang mampu maupun yang tidak memahami hukum. Selain itu, 
untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk membela diri dengan 
didampingi penasehat hukum yang profesional. Hak untuk dibela dan didampingi 
penasehat hukum (advokat) sering diabaikan dalam proses penyidikan, bahkan ditahan 
tanpa alasan yang jelas menurut hukum dan diadili serta dihukum tanpa suatu proses 
hukum yang adil. 
Dengan adanya Pasal 56 KUHAP ini menimbulkan penegasan dalam Putusan 
Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/ 1991 yang menyatakan bahwa : 
Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak 
menunjuk penasehat hukum dan didampingi penasehat hukum bagi tersangka sejak 
awal penyidikan, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima. 
Putusan Mahkamah Agung memberikan peringatan kepada penyidik untuk 
memenuhi permintaan tersangka dalam memberikan bantuan hukum. Apabila secara 
tegas tersangka meminta hak agar didampingi oleh pengacara hukum seperti yang diatur 
dalam Pasal 56 KUHAP, menunjuk penasehat hukum dan menghendaki pemeriksaan 
dihadiri penasehat hukum dan pejabat penyidik tidak menunjuk dan tidak menyediakan 
penasehat hukum, maka pada sidang pengadilan tuntututan penuntut umum tidak dapat 
diterima. 
Dalam penelitian tesis ini, penulis mengkaji kasus pidana dalam Berita Acara 
Tersangka (BAP) atas nama RAHIMIN, S.ST Alias AMIN Bin ZAINI dan JUMIRAN 
Alias JUM Bin SELAMET yang diperiksa dan didengar keterangannya selaku 
tersangka perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I yang terjadi di 
Jalan Sutomo Gang Karya IIB No. 22 A, Kecamatan Pontianak Kota pada hari Selasa, 
tanggal 26 Januari 2010. Para tersangka dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum 
memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan 
tanaman yaitu berupa 1 (satu) bungkus shabu-shabu dalam plastik klip transparan dengan 
berat bruto 0,2272 gram. 
Pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2010 diperiksa oleh Penyidik Kepolisian pada 
Polresta Pontianak. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelum pemeriksaan 
dimulai oleh penyidik terlebih dahulu disampaikan kepada yang diperiksa terutama hak-
haknya yang menyangkut bantuan hukum. Dalam pemeriksaan, penyidik menanyakan 
kepada tersangka dan tersangka menjawab pertayaan penyidik. Salah satu bentuk 
pertayaan yang diberikan penyidik  dalam BAP tersangka adalah sebagai berikut:  
1. Pertayaan penyidik : Dalam perkara yang dipersangkakan kepada saudara sekarang 
ini, apakah saudara akan menggunakan bantuan hukum/pengacara untuk 
mendampingi saudara dalam pemeriksaan ini 
2. Jawaban tersangka : Dalam perkara yang dipersangkakan kepada saya sekarang ini 
saya tidak akan menggunakan pengacara hukum dalam pemeriksaan ini dengan 
alasan saya masih mampu menghadapinya sendiri,begitu pula IKBAR ANDRI 
Alias IKBAR Bin MASDIANTO, dalam perkara pencurian dengan pemberatan, 
JAMILAH Binti JABARI dalam perkara perdagangan manusia dan LAILATUL 
SA’ADAH Alias ELA Binti RAMLI dalam perkara penyalahgunaan narkotika 
golongan I. 
Dalam pemeriksaan ini terdapat kekeliruan penafsiran penyidik, kekeliruan ini 
dapat dilihat dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka. Penyidik kurang paham 
dengan aplikasi Pasal 56 KUHAP padahal sebelum memulai penyidikan, tersangka 
terlebih dahulu diberitahukan tentang hak-haknya sebagai tersangka.  
Seharusnya alasan tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahwa 
tersangka masih bisa menghadapi sendiri tindak pidana yang disangkakan tidak dijadikan 
acuan untuk tidak menghadirkan penasehat hukum dalam proses pemeriksaan penyidik 
karena tersangka berdasarkan perbuatannya diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun 
atau lebih. Dalam Pasal 56 KUHAP, jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau 
didakwakan diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih, maka tersangka atau 
terdakwa wajib didampingi oleh penasehat hukum. Jika mereka mampu, boleh memilih 
dan membiayai sendiri penasehat hukum yang dikehendakinya. Jika tidak mampu 
menyediakan dan membiayai sendiri penasehat hukum, pada saat itu timbul kewajiban 
penyidik untuk menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa. 
Berdasarkan kasus di atas, terlihat dengan jelas bahwa hak tersangka untuk 
memperoleh bantuan hukum pada tingkat penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 
ayat (1) KUHAP sebagai kewajiban hukum belum diaplikasikan oleh penyidik polisi 
pada Polresta Pontianak.
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Jika dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/ 1991, 
maka proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan terhadap RAHIMIN, S.ST Alias 
AMIN Bin ZAINI dan JUMIRAN Alias JUM Bin SELAMET selaku tersangka 
perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, IKBAR ANDRI als 
IKBAR Bin MASDIANTO dalam perkara Pencurian, JAMILAH Binti JABARI 
dalam perkara perdagang manusia dan LAILATUS SA’DIAH als ELA Binti RAMLI  
dalam perkara penyalahgunaan narkotika golongan I yang tidak didampingi penasehat 
hukum mengakibatkan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.
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Bantuan hukum adalah pembelaan perkara di dalam konteks hukum, yakni suatu 
upaya pembelaan yang berakar kepada pemahaman suatu kasus, dan pengetahuan yang 
cukup terhadap peraturan perundang-undangan, serta kemampuan persuasif sebelum 
kasus tersebut diperiksa di dalam pengadilan. 
Proses penyidikan dalam pemberian bantuan hukum kepada tersangka  
ditekankan pada perlindungan hak tersangka. Penasehat hukum harus dapat melindungi 
setiap hak yang dibutuhkan tersangka dalam pemeriksaaan. Terhadap tersangka yang 
telah dilakukan proses penahanan oleh penyidik. Bagi tersangka yang telah berada dalam 
proses penahanan penyidik tersangka memiliki hak-hak sebagai berikut : 
1. Berhak menghubungi penasehat hukum. 
2. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan 
kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. 
3. Tersangka berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada keluarganya, kepada 
orang yang serumah dengannya, orang lain yang dibutuhkan bantuannya, dan orang 
yang hendak memberikan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhan 
penahanannya. 
4. Selama tersangka berada dalam penahanan berhak menghubungi pihak keluarga, 
mendapat kunjungan dari pihak keluarga. 
5. Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukum melakukan 
hubungan, menghubungi dan menerima sanak keluarganya baik untuk kepentingan 
keluarganya, kepentingan perkaranya maupun kepentingan pekerjaannya. 
6. Berhak atas surat menyurat yaitu, mengirim dan menerima surat kepada penasehat 
hukumnya, mengirim dan menerima surat kepada sanak keluarga. 
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7. Berhak atas kebebasan rahasia surat. Tidak boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut 
umum atau pejabat rumah tahanan negara kecuali cukup alasan untuk menduga surat 
menyurat tersebut disalahgunakan. 
8. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan. 
Pemberian bantuan hukum memberikan hak kepada penasehat hukum selalu 
berusaha menjalin hubungan dengan tersangka. Penasehat hukum berhak menghubungi 
tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan dan berhak melakukan hubungan 
pembicaraaan pada setiap saat, asal untuk kepentingan pembelaannya. Setiap hubungan 
dan pembicaraan penasehat hukum dengan tersangka dilakukan secara bebas tanpa 
pengawasan dari pejabat penyidik. Hubungan ini dimaksudkan agar tersangka dapat 
berkonsultasi tentang perkara yang dihadapinya dan menemukan solusi yang tepat dalam 
penyelesaian kasus hukum tersebut. 
Pelaksanaan bantuan hukum sebagai hak tersangka oleh penasehat hukum 
tergantung dari kepandaian penyidik memahami aturan yang telah ditetapkan dalam 
KUHAP. Objek pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka dan dari tersangkalah 
diperoleh peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka harus diperiksa dalam 
kedudukan manusia memiliki harkat dan martabat. Pemeriksaan tersangka harus 
dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum praduga tak bersalah sampai 
diperoleh putusan hukum yang tepat. 
Dalam memberikan bantuan hukum bagi tersangka pada proses pemeriksaan 
penyidikan, penasehat hukum hanya melihat dan mendengar isi jalannya pemeriksaan, 
selain itu tidak boleh campur tangan dan memberikan nasehat pada pemeriksaan 
penyidikan yang sedang berlangsung. Untuk dapat mengetahui secara lebih akurat hasil 
pemeriksaan penyidikan, penasehat hukum berhak mendapat turunan berita acara 
pemeriksaan tersangka untuk kepentingan pembelaan. Sebagai bagian dari proses 
pemberian bantuan hukum bagi tersangka, maka penting bagi penasehat hukum untuk 
memahami secara teknis pemeriksaan penyidik untuk melindungi hak-hak tersangka. 
B. Analisis Faktor-Faktor Yang Menghambat Aplikasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP 
Sebagai Kewajiban Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Tingkat 
Penyidikan di Polresta Pontianak  
Suatu negara hukum (rechtstaat) baru tercipta apabila terdapat pengakuan 
terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam negara hukum, negara dan individu 
berada dalam kedudukan yang sejajar. Kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia 
agar tidak melanggar hak-hak individu. Jaminan terhadap pelaksanaan HAM diperlukan 
dalam rangka melindungi serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan 
yang dimiliki oleh negara terhadap warga negaranya.  
Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasehat 
hukum adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan 
sosial, sebagai salah satu cara mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya 
dalam bidang hukum.  
Pada kenyataannya tidak semua warga negara mempunyai kemampuan untuk 
menggunakan jasa advokat atau penasehat hukum guna membela kepentingan mereka 
dalam memperoleh keadilan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar anggota 
masyarakat Indonesia masih hidup dibawah garis kemiskinan dan kurangnya 
pengetahuan mereka akan hukum, serta ditambah lagi dengan rendahnya budaya dan 
tingkat kesadaran hukum masyarakat.  
Pelaksanaan bantuan hukum sangatlah diperlukan untuk menjamin dan 
mewujudkan persamaan di hadapan hukum bagi setiap orang. Hal ini juga dimaksudkan 
guna terciptanya prinsip “fair trial” di mana bantuan hukum yang dilaksanakan oleh 
seorang penasehat hukum (advokat) dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara, 
baik dari tahap penyidikan maupun pada proses persidangan, sangat penting guna 
menjamin terlaksananya proses hukum yang sesuai dengan aturan yang ada, terlebih lagi 
ketika ia mewakili kliennya dalam beracara di persidangan untuk memberikan 
argumentasi hukum guna membela kliennya.  
Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, masih terdapat faktor-faktor yang 
menghambat aplikasi Pasal 56 ayat (1) KUHAP bagi tersangka pada tahap penyidikan. 
Adapun faktor-faktor yang menghambat aplikasi Pasal 56 ayat (1) 
 KUHAP bagi tersangka pada tahap penyidikan khususnya di Polresta Pontianak 
adalah sebagai berikut: 
1) Masih kurangnya pemahaman dari para aparat penegak hukum perihal perlindungan 
Hak Asasi Manusia bagi tersangka, banyaknya ditemukan unsur kekerasan di dalam 
penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hal ini memperlihatkan bahwa para 
aparat hukum kurang begitu memahami betapa pentingnya perlindungan hak-hak 
tersangka, sehingga akibat dari itu mereka akan mudah sekali melanggar aturan- 
aturan yang tercantum di dalam KUHAP.  Begitu juga penafsiran pasal-pasal yang 
ada di dalam KUHAP yang terkadang lebih disesuaikan terhadap kepentingan 
mereka tanpa menghiraukan hak-hak dari tersangka. 
2) Kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak hukum seperti polisi, 
jaksa, hakim dalam memberitahukan hak-hak tersangka yang salah satunya adalah 
hak memperoleh bantuan hukum. Hal ini dapat dilihat dari jarangnya permintaan 
kepada advokat oleh aparat penegak hukum baik polisi maupun jaksa untuk 
memberikan bantuan hukum ketika ada klien yang tidak mampu secara ekonomi 
dihadapkan dengan perkara pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun lebih. 
Penyidik lebih suka tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum dan hal ini 
biasanya diligitimasi dengan pernyataan klien yang tidak mau didampingi oleh 
advokat ketika disidik, kalaupun klien tersebut mau didampingi oleh advokat, 
biasanya aparat penegak hukumnya  menunjukkan sikap kurang bersahabat dengan 
advokat yang mendampinginya. 
3) Tidak adanya sanksi bagi pejabat kepolisian khususnya pihak penyidik ketika 
melalaikan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur di 
dalam Pasal 56 KUHAP.
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C. Analisis Upaya Hukum Yang Dilakukan Untuk Mengaplikasikan Pasal 56 Ayat (1) 
KUHAP Sebagai Kewajiban Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada 
Tingkat Penyidikan di Polresta Pontianak  
KUHAP yang sering disebut sebagai master piece bangsa Indonesia dalam bidang 
hukum
7
, memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang sangat besar, dengan 
mengatur secara rinci hak-hak yang dimiliki dan dapat diperoleh tersangka dan terdakwa 
selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung. 
Pemberian hak-hak kepada tersangka dan terdakwa tersebut sekaligus juga diikuti 
dengan pengaturan kewajiban tertentu kepada aparat penegak hukum, agar hak-hak 
tersangka dan terdakwa itu dapat terwujud dalam praktek. 
Pemberian hak-hak kepada tersangka/terdakwa tidaklah semata-mata sebagai 
perwujudan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana 
Indonesia, tetapi sekaligus juga merupakan pengejawantahan asas presumption of 
innocence  (praduga tidak bersalah),  yang telah lebih dulu diletakkan dasarnya dalam 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (Undang-Undang tentang Kekuasaan 
Kehakiman).
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Pengakuan atas asas praduga tidak bersalah menghendaki juga diakuinya asas 
equality of arms, yang tercermin dari diberikannya kesempatan yang sama antara 
penuntut umum dan tersangka/terdakwa dalam suatu legal fight. Dalam kaitan inilah 
pemberian hak-hak kepada tersangka/terdakwa oleh KUHAP tadi menjadi relevan. 
Dengan pengakuan akan hak-hak tadi, kedudukan tersangka, terdakwa di depan 
umum menjadi sama dengan penuntut umum (yang dalam hal ini mewakili kepentingan 
negara/masyarakat). Proses pemeriksaan perkara tersebut menjadi terbuka (karena 
hadirnya penasehat hukum), yang berarti terdapat kontrol tak langsung (secara 
horizontal) dalam proses legal fight tersebut, sehingga akan terdapat due process of 
law (proses hukum yang adil) dalam pemeriksaan perkara pidana menurut KUHAP. Hal 
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ini penting untuk dibuktikan di dalam praktek, sebab perlindungan HAM dalam proses 
hukum pidana tidak akan berarti apa-apa jika hak-hak yang telah dialokasikan 
KUHAP tadi tidak dapat terlaksana dalam prakteknya. 
Begitu juga dengan perlindungan HAM bagi tersangka/terdakwa, tidak boleh ada 
diskriminasi perlakuan karena negara menjamin hak-hak individunya, satu-satunya hak 
yang boleh hilang dari seorang yang berstatus “tersangka” pelaku tindak pidana adalah 
hak atas kemerdekaan bergerak, karena undang-undang memberi kewenangan kepada 
aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap seorang 
tersangka/terdakwa apabila ada bukti permulaan yang cukup.
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Tetapi kewenangan tersebut tidaklah mengakibatkan hilangnya hak-hak yang lain 
dari seorang individu yang berstatus tersangka, karena KUHAP telah mengatur dengan 
tegas hak-hak yang dimiliki tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana selama proses 
pemeriksaan perkaranya berlangsung. 
Di antara beberapa hak tersangka/terdakwa yang diatur oleh KUHAP, terdapat 
hak-hak yang sangat penting, yang minimal harus ada dalam suatu hukum acara modern, 
yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagai implementasi dari prinsip counsel. 
Prinsip ini adalah salah satu prinsip yang harus ada dalam suatu sistem peradilan 
pidana yang berlandaskan  Due Process of Law (Proses hukum yang adil). Salah satu 
penegakan keadilan yang menjadi manifestasi perlindungan bagi masyarakat adalah 
melalui bantuan hukum yang menjadi penting apabila: 
1. Adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung 
persamaan di bidang politik, hukum, sosial, kultural dan pendidikan 
2. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, juga tidak dipengaruhi oleh 
sesuatu kekuasaan lain apapun. 
3. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. 
Bila melihat penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 
terdapat asas yang sangat fundamental dalam arti pentingnya bantuan hukum yaitu: 
1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun 
2. Praduga tidak bersalah 
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi 
4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum 
5. Hak kehadiran terdakwa di muka persidangan 
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana 
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7. Peradilan yang terbuka untuk umum 
8. Penyelenggaraan atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan 
penyitaan) harus didasarkan pada undang- undang dan dilakukan dengan surat 
perintah tertulis 
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan perdakwaan 
terhadapnya 
10. Kewajiban-kewajiban untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya. 
Pada dasarnya perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum 
merupakan bentuk hak asasi yang sulit dijalankan dalam suatu proses peradilan pidana di 
Indonesia. Seorang tersangka, terdakwa, terpidana merupakan pihak yang sangat rentan 
sekali terhadap pelanggaran HAM. Salah satu contoh adalah jika pemeriksaan tersangka 
berlangsung hingga larut malam. Menghadapi kondisi yang demikian, tersangka tidak 
dapat melakukan tindakan apapun. Pada saat seseorang dijadikan tersangka maupun 
terdakwa, ia kehilangan haknya untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. 
Bila dicermati tidak semua orang mengerti akan hukum, akan tetapi dianggap 
mengerti dan mengetahui hukum, maka untuk menghadapi permasalahan hukum ini, 
maka orang memerlukan bantuan hukum dari orang lain yang lebih mengerti tentang 
hukum untuk memberikan konsultasi dan bantuan hukum.  
 
 
Penutup 
1. Hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum pada tingkat penyidikan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai kewajiban hukum belum diaplikasikan 
oleh penyidik polisi pada Polresta Pontianak. Hal ini dapat dilihat pada proses 
pemeriksaan pada tingkat penyidikan terhadap RAHIMIN, S.ST Alias AMIN Bin 
ZAINI dan JUMIRAN Alias JUM Bin SELAMET selaku tersangka perkara tindak 
pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang tidak didampingi penasehat hukum. 
2. Adapun faktor-faktor yang menghambat aplikasi Pasal 56 ayat (1) KUHAP bagi 
tersangka pada tahap penyidikan khususnya di Polresta Pontianak adalah sebagai berikut: 
1) Masih kurangnya pemahaman dari para aparat penegak hukum perihal perlindungan 
Hak Asasi Manusia bagi tersangka, banyaknya ditemukan unsur kekerasan di dalam 
penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hal ini memperlihatkan bahwa para 
aparat hukum kurang begitu memahami betapa pentingnya perlindungan hak-hak 
tersangka, sehingga akibat dari itu mereka akan mudah sekali melanggar aturan- 
aturan yang tercantum di dalam KUHAP.  Begitu juga penafsiran pasal-pasal yang ada 
di dalam KUHAP yang terkadang lebih disesuaikan terhadap kepentingan mereka tanpa 
menghiraukan hak- hak dari tersangka. 
2) Kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, 
hakim dalam memberitahukan hak-hak tersangka yang salah satunya adalah hak 
memperoleh bantuan hukum. Hal ini dapat dilihat dari jarangnya permintaan kepada 
advokat oleh aparat penegak hukum baik polisi maupun jaksa untuk memberikan 
bantuan hukum ketika ada klien yang tidak mampu secara ekonomi dihadapkan dengan 
perkara pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun lebih. Penyidik lebih suka 
tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum dan hal ini biasanya diligitimasi 
dengan pernyataan klien yang tidak mau didampingi oleh advokat ketika disidik, 
kalaupun klien tersebut mau didampingi oleh advokat, biasanya aparat penegak 
hukumnya  menunjukkan sikap kurang bersahabat dengan advokat yang 
mendampinginya. 
3) Tidak adanya sanksi bagi pejabat kepolisian khususnya pihak penyidik ketika 
melalaikan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur di dalam 
Pasal 56 KUHAP. 
4) Upaya hukum untuk mengaplikasikan Pasal 56 KUHAP sebagai kewajiban hukum 
dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan, antara lain dengan cara 
sebagai berikut: 
a) Adanya pengawasan dari Internal kepolisian terhadap perlindungan hak-hak 
tersangka, di mana bagi penyidik yang melalaikan peranan advokat di dalam 
pemeriksaan tersangka akan diberikan sanksi yang keras, diantaranya penurunan 
pangkat, dan sebagainya. 
b) Peningkatan penyuluhan hukum baik bagi aparat penegak hukum maupun 
masyarakat perihal ketentuan- ketenuan yang ada di dalam KUHAP. Sehingga 
mereka dapat mengetahui hak dan kewajibannya apabila berhubungan dengan 
perbuatan pidana. 
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